
 

 

 
 

 
 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  61 /Kep.Bup/Eko/2024 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN SUBSIDI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA 
PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan tingginya biaya operasional dalam 

pemprosesan sumber air baku menjadi air bersih dan 
rendahnya harga jual air minum kepada masyarakat, maka 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu 

menganggarkan dana subsidi kepada Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2024; 
 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati 
Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang tata 
cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi 

Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nama 

Penerima dan Besaran Subsidi Kepada Perumda Air Minum 
Tirta Pengabuan ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai 

dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; 

 

   c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Pemberian Subsidi Pada Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2024; 
  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten  dalam lingkungan 
Pemerintah Daerah di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12   Tahun 1956  

tentang    Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten   di 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

 Mengingat     : 

 SALINAN 



 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962                 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

 
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

 
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah di ubah  beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                         

( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang   Pemerintahan  

(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2015 Nomor 
24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

5667); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6173); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

50 Tahun 2001 tentang Tarif Air dan Non Air Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2001 Nomor 55) Sebagaimana 
Telah Diubah Kedua Kali Dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2021 
Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 50 
Tahun 2001 tentang Tarif Air dan Non Air pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2021 Nomor 6); 
 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 3); 
 

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor  4 ); 

 
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30); 
 

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2023 Nomor 39); 

 
 

Memperhatikan :    Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 
 

KESATU : Memberikan Subsidi pada Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2024. 
 



KEDUA : Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU sebesar Rp.  4.363.993.000,- (Empat Miliar  Tiga 
Ratus Juta Enam Puluh Tiga Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Tiga Ribu Rupiah) untuk biaya operasional Perumda Tirta 
Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2024. 
 

KETIGA : Pencairan subsidi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA 
dilaksanakan setiap Semester sebesar sebagai berikut : 

 

a. Semester I (satu) : Rp. 2.181.996.500,- 

b. Semester II (Dua) : Rp. 2.181.996.500,- 
 

KEEMPAT : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan 

Kabupaten Tanjung Jabung betanggung jawab secara formal 
dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
Bupati melalui bagian Perekzonomian Setda Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 
 

KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 
4.01.03.2.01.0001.1.5.1.04.02.02.0001 (Belanja Subsidi 

kepada BUMD) pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD. 
    
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2024 sampai dengan 31 Desember 2024. 
 

       Ditetapkan di Kuala Tungkal  
       pada tanggal, 16 Februari 2024 

 
       BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

           
    ttd 

 
                      ANWAR SADAT 

 
 
 

 
 

 


